SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan-mengadili perkara perdata pada tingkat banding

telah memutuskan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding,

umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di “Kabupaten Sukabumi,
dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Ari
Apriyanto S.H., Advokat/Pengacara yang tergabung Law
Firm “ARlI APRIYANTO,S.H., & PARTNER (Advocates &
Solicitos, Legal Consultan) yang beralamat di Kampung
Neglasari RT 004, RW 024, Kelurahan Cibadak, Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 05 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cibadak Nomor 986/Leg/RSK/VII/2022
tanggal 11 Juli 2022, semula sebagai Tergugat sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah

tangga, - bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Jawa

Barat, semula sebagai Penggugat Sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
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Agama Cibadak Nomor  <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd. tanggal
30 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1443 Hijriyah
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu-ba’'in sughra Tergugat Pembanding terhadap
Penggugat (Terbanding);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/kuasanya hadir pada

sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding
telah ‘mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2022
sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Cibadak;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Juli 2022 sebagaimana Relaas
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor  <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding
pada tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 26 Juli 2022
Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd. yang pada pokoknya Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini ditingkat banding berkenan memberikan
putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan BANDING yang diajukan oleh PEMBANDING,
semula TERGUGAT.
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2. Membatalkan  putusan  Pengadilan Agama  Cibadak  Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Chbd. tertanggal 30 Juni 2022.

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak Gugatan Penggugat;
- Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya
yang timbul dalarn perkara ini;
Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka PEMBANDING dahulu
TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori~ banding tersebut telah " diberitahukan kepada
Terbanding pada tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan
dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Chd,;

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori
banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama
Cibadak Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd. tanggal 09 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada
tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa
berkas perkara banding (inzage) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbhd. dan
Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan
Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Chd.
tanggal 26 Juli 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada
tanggal 14 Juli 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa
berkas perkara banding (inzage) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd. dan
Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera
Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd. tanggal
29 Juli 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan
Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada
Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana surat Nomor
W10-A/2548/HK.05/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang tembusannya
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disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama
berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6
Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan
pasal 61 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang sudah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan
banding:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim « Tingkat Banding
memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini,
dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai
advokat, yaitu Ari Apriyanto, S.H. & Fartner (Advokates & Solicitoris, Legal
Consultans), beralamat di Kp. Neglasasi RT 04 RW 24 Cibadak — Sukabumi,
Kelurahan = Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juli 2022, dan setelah
diperiksa secara seksama ternyata telah memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia: Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9)
Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan
mempunyai legal standing. untuk mewakili kliennya dalam perkara ini,
sementara Penggugat sebagai Terbanding dalam perkara ini tidak
mewakilkan kepada - siapapun, oleh karenanya Penggugat/Terbanding

bertindak secara pribadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding
pada tanggal 11 Juli 2022 sedangkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak
Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd. dibacakan dan diucapkan pada
tanggal 30 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan 01 Dzulhijjah 1443 Hijriyah
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dan dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya, oleh karena itu
permohonan banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dengan
tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan

banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai
judex factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu
memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan
diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak sebagai Pengadilan
Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada
Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha
mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan
kesempatan kepada para pihak untuk- menempuh upaya perdamaian melalui
mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan atas
dasar kesepakatan para pihak untuk menunjuk mediator Rojudin, S.Ag.,
M.Ag. sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 31
Maret 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan
damai. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya
perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis.
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat

dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara
seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama
Cibadak Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd. tanggal 30 Juni 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1443 Hijriyah dan berkas
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lainnya yang berkaitan dengan perkara ini Ketua Majelis Hakim Tingkat

Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:
Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis
Hakim Tingkat Pertama telah  memberikan pertimbangan dengan menolak
eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa
yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait Eksepsi
Tergugat sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai
pendapatnya sendiri. ~Oleh karenanya Dalam @ Eksepsi  patut untuk

dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan
seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Salinan
resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd, Berita Acara Sidang, Memori Banding, dan
surat-surat Terbanding pada pokoknya yang didasarkan kepada alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat
dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang
tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut karena sudah
tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan

sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Penggugat/Terbanding menggugat cerai
kepada Tergugat/Pembanding dengan alasan yang diatur dalam penjelasan
Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
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Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa semula rumah tangga yang dijalani Penggugat
dan Tergugat rukun damai sebagaimana layaknya rumah tangga yang
diidam-idamkan vyaitu keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah, tepat
setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak yaitu 1. Bernama ANAK I, berusia 23 tahun dan 2. Bernama ANAK I,
berusia 15 tahun, dan dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat saling: dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah
tangga tersebut seperti yang dicita-citakan semenjak awal pernikahan.
Namun seiring dengan berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis,
melainkan sering terjadi perselisinan dan pertengkaran sehingga Penggugat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cibadak. Hal ini disebabkan
Tergugat kurang terbuka dalam memberikan nafkah kepada Penggugat,
sehingga Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga
bersama dan Tergugat sudah tidak bisa memberikan rasa ‘perhatian dan
kasih sayangnya lagi terhadap Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga
dirasa Penggugat sudah tidak nyaman/tentram. Hal ini terjadi secara terus
menerus hingga puncaknya pada bulan Juni . 2022 @ antara
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak berhubungan
badan lagi layaknya suami isteri dan sejak itu pula antara Penggugat dengan
Tergugat pisah tempat tinggal dan 'sampai dengan saat ini sudah berjalan 2

(dua) tahun lamanya,;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut
Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 April 2022
bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Dalam Pokok Perkara
kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat yang pada

pokoknya sebagai berikut:

Pada poin 1 dan 3 Tergugat telah membenarkan, sedangkan pada poin 4.1

dan 4.2 yang berkaitan dengan masalah Tergugat kurang terbuka dalam
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memeberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak
memberikan rasa perhatian dan kasih sayangnya lagi terhadap Penggugat
sehingga Penggugat sudah tidak nyaman/tenteram itu tidak benar, demikian
juga rumah tangga terus menerus bertengkar dan tidak benar pula bahwa
pertengkaran puncaknya pada bulan Juni 2020 antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak berhubungan-lagi layaknya suami isteri dan sejak itu
pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai
saat ini sudah berjalan 2 tahun lamanya. Menurut Tergugat semuanya
masih baik-baik saja dan masih bisa diperbaiki rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat. Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat
mengajukan replik secara tertulis tertanggal 12 Mei 2022 yang pada
pokoknya bahwa pada prinsipnya Penggugat berpegang teguh pada dalil-
dalil dan alasan-alasan surat gugatan tertanggal 21 April 2022 dan mohon
dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam replik ini,
dan uraian jawaban Tergugat pada angka 2, 3, 4, 5 dan 6 sangat mengada-
ada karena sudah sangat jelas terural dan merupakan suatu fakta hukum
bahwa Penggugat ingin segera bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permasalahan yang
Tergugat uraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat kemudian jawaban
dari Tergugat serta replik dari Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa patut diduga rumah tangga yang dijalani Penggugat dan
Tergugat selama kurun waktu kurang lebih 25 tahun, yaitu sejak Agustus
1995 sampai bulan Juni 2020 telah sedemikian rupa, sehingga sulit untuk
dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diliputi rasa tentram
dan bahagia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” . Hal ini telah diperkuat dengan keterangan para
saksi dari pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat, maka harus
dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding
sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
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terus menerus sejak bulan Januari 2019 dan puncaknya terjadi pada bulan
Juni 2020 yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama
dan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat

tinggal sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mengabulkan
permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah
sudah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1287/K/AG/1999 tanggal 8
Juni 1991 yang mengandung kaedah hukum bahwa bilamana suami istri
dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcokan yang terus
menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil
merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dapat dijadikan
indikasi bahwa hati kedua belah pihak dari pasangan suami istri tersebut
telah pecah (broken Marriage). Bahwa pendapat tersebut juga telah
bersesuaian dengan hasil rapat pleno Kamar Agama MARI yang terangkum
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai
Pedoman Tugas bagi Pengadilan yang menegaskan: Bahwa rumah tangga

sudah pecah/broken marriage dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya
sebagai suami istri.

- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL,
KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan
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Januari 2019 dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2020 hingga berakibat
terjadinya pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Majelis Hakim
Tingkat Banding benpendapat bahwa kondisi rumah tangga yang demikian
telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis- Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama
yang telah mengabulkan gugat cerai a quo dapat dipertahankan dan harus
dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan hukum Majelis
Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum

yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung
abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi

nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut;

4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul
isteri;

2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak
hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat
kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan

bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah
Agung Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan
Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga
pecah (broken Marriage): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing
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pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah
ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi,
dil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga
Terbanding dengan Pembanding terbukti- telah pecah sedemikian rupa
(broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud
tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat
Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
‘bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa’ juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “perkawinan bertujuan
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian
itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan
kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan
Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan
lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik
dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab
As-Syifa’ yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fighus Sunnah Juz I
halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding
yang berbunyi:

G gl Gl as oY oy S o @ld ey Wi, Le Japan 880 ) 068 o A
ahal) (g iy Y Le el G g LA 5 el Cma Ua g oty gl 8,00 )

s maal) Caa i g (LAY ) gl ge i) 30 Lagion aandl B agia) Lalsh

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan
ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan

mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi’at

suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan
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untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek,

pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara
terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai
penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut,
sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI-Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal
18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan
pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan. itu sendiri apakah
masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas,
maka ' gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai
alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan
Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Chd. tanggal
30 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijah 1443 Hijriyah
harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ‘Pengadilan Agama Cibadak
Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Chd.  tanggal 30 Juni 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1443 Hijriyah tersebut Tergugat
telah mengajukan permohonan banding tertanggal 11 Juli 2022 berikut
memori bandingnya tertanggal 26 Juli 2022 dan mengajukan keberatan-

keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan pertama bahwa putusan merupakan mahkota hakim yang
disusun secara sistimatis berdasarkan peraturan perundang-undangan
maupun praktik peradilan dan isinya menandaskan pemikiran serta
analisis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan hakim

menguraikan  berbagai macam penafsiran hukum, bersifat konkrit,
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mengikat dan executable imperium hukum, imperium hukum berarti
kerajaan/lembaga hukum tertinggi yang melalui kewenangan para hakim
berperan dalam pembentukan hukum sehingga melekat padanya elemen
kesempurnaan, termasuk bebas dari segala “salah ketik di dalam
putusannya”. Bahwa dalam putusan Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Chbd. tertanggal 30 Juni 2022 adanya kesalahan
ketik yang sangat fatal pada halaman 7 mengenai dalam Pokok Perkara
angka 2 Menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat (Pembanding)
kepada Penggugat (Terbanding) padahal para pihak adalah Pembanding

melawan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut diatas,
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesalahan dalam
pengetikan putusan yang bukan prinsip, tidaklah menjadikan batal atau tidak
sahnya putusan tersebut. Karena putusan a quo dalam pengetikan para
pihak berperkara diawal gugatan, posita, petitum, jawaban Tergugat, replik,
duplik, pertimbangan hukum berikut pasal-pasalnya yang berkaitan dengan
perkara tersebut maupun diktum tidak ada kesalahan dalam pengetikan dan
telah sesuai dengan ketentuan beracara, sehingga putusan tersebut
dinyatakan sah, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus

dikesampingkan;

2.Keberatan kedua Pembanding adalah yang berkaitan dengan keterangan 2
(dua) orang saksi Penggugat yang direkayasa atau saksi yang
memberikan keterangan palsu (bohong) untuk membenarkan bahwa
antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi pertengkaran,
dimana berdasarkan Bukti T.7. berupa bukti rekaman yang menyatakan
keterangan saksi-saksi Terbanding dahulu Penggugat, adalah palsu dan
mencabut keterangan saksi pada persidangan dengan didasarkan pula
pada bukti surat pernyataan saksi Terbanding dahulu Penggugat yaitu
SAKSI | dan SAKSI Il tertanggal 22 Juli 2022 yang diberi tanda PB — 1
dan PB - 2;
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Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua Pembanding tersebut,
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun para saksi
Terbanding dahulu Penggugat telah mencabut dengan suratnya tertanggal
22 Juli 2022 dan menyatakan bahwa persaksian yang telah dinyatakan
dalam persidangan tanggal 02 Juni 2022 yang menurut Pembanding adalah
merupakan rekayasa, akan tetapi saksi-saksi yang dihadirkan oleh
Pembanding dahulu Tergugat dalam persidangan tanggal 09 Juni 2022, yaitu
SAKSI | dan SAKSI [l justru memberikan keterangan dalam sidang
memperkuat dalail-dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa saksi sering melihat
dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang  cekcok yang
menjadi penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak
sefaham lagi dan Penggugat tidak mau melayani Tergugat sehingga
mengakibatkan pisahnya antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini telah
memperkuat. alasan/dalil-dalil  Penggugat karena sering - terjadinya
perselisihan dan pertengkaran (cekcok), sehingga keberatan Pembanding
tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding Pembanding
dalam perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan
kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta
mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang
diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding
menurut kenyataan sudah dapat menyetujui sebahagian alasan-alasan yang
dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka
dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka
biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Him 14 dari 16 hlm. Put. No <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

I.  Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Il. Menguatkan  Putusan  Pengadilan.. Agama Cibadak  Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbhd. tanggal 30 Juni 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 01 Dzulhijah 1443 Hijriyah;

lll. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding
sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 26 September
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1444 Hijriyah, oleh
kami Drs. H. Ma’'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H Muhyiddin, M.H.,
dan Drs. H. Asep Saepudin M.,S.Q, masing-masing sebagai Hakim Anggota
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 15 Agustus 2022
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan
putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut dan dibantu H. Entis Sutisna, S.Ag, M.H. sebagai Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding/kuasanya dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ma’mur, M.H.
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Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H. Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses

Panitera Pengganti

ttd

H.Entis Sutisna, S. Ag., M.H.

: Rp 130.000,00

2. Redaksi : Rp.10.000,00
3. Materai : Rp_10.000,00
Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs.-H. Pahri Hamidi, S.H.
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